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PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pembangunan kurun wakiu 2004-2009 seperti tecuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang di antatanya memuat target menurunkan angka kemiskinan
dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8.2% pada 1ahun 2089. Targct tersebut akan
berhasii jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan sccasa berkelanjuian.

Pembangunan yang beroricntasi pada kepentingan masyarakat bawah yang
jumlahnya sangat besar. membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun
dalam Aloliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (APBN). Namun demikian,
kendala pembiayaan yang dihadapi saal ini adalah membengkaknya subsidi $3ahan
Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat meningkatknya harga minyak mensah di pasar
intemasional.

APBN Tahun 2005 yang mcmperkirakan harga minyak $24 perbarel. Namun
kenyataannya harga terus melambung mencapai rata-rata $56.6 perbarel. Bahkan
harga saat ini mendekati $ 70 perbarel. Dengan harga minyak dunia semahal ini.
pemerintah harus menyediakan duns untuk subsidi BBM sebesar Rp. 113,7 triliun,
kira-kira scperempat Keseluruhan belanja negara. Akibatnya APBN akan inengalami
delisit sebesar Rp. 46,3 triliun, dimana Rp. 23,2 triliun diantaranya masih sulit untuk

dicari pendanaanrnya.
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Jika subsidi BBM dapat dikurangi menjadi Rp. 89,2 triliun, maka tekanan
kepada APBN akacn berkurang karena defisit menjadi Rp. 25.1 triliun. Tidak ada lagi
defisit yang belum jelas sumber pendanaaanya. Jelas bahwa kondisi APBN sepert’ ini
jauh Icbih schat dan lebih terkendali. Lehih penting lagi, kandisi inn dapal menjade
landasan untuk langkah-langkah penychatan APBN-APBN sclanjutnya. pilihan ini
adalah kcbijakan yang bertanggungjawab.

Selain itu sebagaisana diketahui selama ini subsidi dibectkan kepada harga
komoditas BBM. Pemberian subsidi tersebut dinilai kurang tepat, karena pemakaian
terbesar untuk BBM adalah sektor transportasi (sekitar 99%) yang lebih banyak
dimanfaakan olch masyarakal golongan menengah ke atas. Dengan demikian. subsidi
vang diberikan selama ini justru lebih banvak dinikmati olch golongan yang mamipu.

Berdasackan kenyaldun tersebul maka padka tuhwn 2005 Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) mengalami perbedaannya,
dimana salah satu bentuk perbedean tersebut adalah bidang subsidi langsung tunai
yang pada tahun 2005 dialokasikan dana sejumizh Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian
uang tunai scbesar Rp. 140.000 per rumah tangga per bulan kepada 15,5 juta ruraah
1angea miskin.

Dalam mengalokasikan dana subsidi {angsung tunai tersebut maka salah satu
lembaga Yang berperan untuk menyampaikan informasi siapa saju yang berhak
menerima dana subsidi tersebut kepada pemerintah adalah Badan Pusat Statistik.
Sebaga) instansi pemerintah yang menjalankan tugas mengbaditkan dala statistik

kepada pemerintah dan masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden
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